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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah Kalimantan Timur sehubungan dengan pemanggilan
Notaris oleh penyidik kemudian mengetahui dan menganalisis akibat hukum keputusan
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pemanggilan
Notaris oleh penyidik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didasarkan pada data
primer lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif.
Penelitian ini membutuhkan data primer (penelitian lapangan) sebagai data utama
disamping data sekunder (penelitian kepustakaan). Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode berpikir analisis kualitatif dan hasil penelitian akan disajikan
secara deskiptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Peranan Majelis
Kehormatan Notaris wilayah Kalimantan Timur meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara. 2) Peranan Majelis Kehormatan Notaris wilayah Kalimantan
Timur belum dilaksanakan dengan baik yaitu pada sisi pemeriksaan dan berlanjut dengan
pemberian keputusan terhadap permohonan pemanggilan oleh penyidik. 3) ) Akibat hukum
keputusan pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan surat permohonan pemanggilan Notaris X oleh Penyidik Kota Bontang tetap
sah karena MKNW Kalimantan Timur telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan, namun Notaris merasa kurang terlindungi karena MKNW
tidak mendampingi Notaris X dalam proses pemeriksaan penyidikan. 4) Upaya hukum yang
dapat dilakukan bilamana Notaris merasa dirugikan atas keputusan MKNW yang tidak
transparan dan berimbang dalam pemeriksaan maka Notaris yang bersangkutan dapat
langsung menggungat MKNW ke Pengadilan Tata Usaha Negara
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This research is aiming to knowing and analyze the role of The Regional Dignity
Assembly of the Notary of East Kalimantan toward the calling of Notary by investigator,
then knowing and analyze the consequence of law decision of the Regional Dignity
Assembly of Notary East Kalimantan toward the calling of notary by investigator.

This research is the empirical law research based on primary data or toward the
society. This research is descriptive research and need primary data (direct research) as
main data beside secondary data (documents research). Method of analyzing that used in
this research is qualitative thinking method and the result of the research will be
presented descriptively.

Based on the result of the research can be concluded that: 1) The role of The
Regional Dignity Assembly of the Notary of East Kalimantan covers of 2 (two) provinces,
that is East Kalimantan and North Kalimantan. 2) The role of The Regional Dignity
Assembly of the Notary of East Kalimantan not implemented properly yet, that is on the
investigation and continue by giving the decision toward the request of calling by
investigator. 3) Due to the law of the inspection decision of the Regional Dignity Assembly
of the Notary of East Kalimantan based on application letter of calling a Notary X by
investigator of Bontang city still valid because MKNW of East Kalimantan was carry out
obligations in accordance to the legislation, but the Notary feel less protected because
MKNW did not accompanied Notary X in the process of investigation. 4) The legal effort
which can be done if the Notary feel aggrieved by decision of MKNW which is not
transparent and balanced in examination, then the Notary can sue MKNW to Civil Service
Arbitration Tribunal.
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